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TENTANG 
 

IZIN LOKASI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANDUNG 
 

Menimbang : a. bahwa Izin Pemanfaatan Tanah yang telah 
diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bandung Nomor 2 Tahun 2001 sudah tidak 
sesuai lagi dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
 

  b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 2 Tahun 1999 dan sehubungan dengan 
pesatnya pertumbuhan kegiatan 
pembangunan yang dapat mengubah fungsi 
ruang, maka untuk mengantisipasi dan 
mengendalikan perubahan tersebut perlu 
adanya ketentuan yang mengatur tentang 
peran berbagai pihak; 
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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Izin Lokasi; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua  Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
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  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4724); 

  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725 ); 

  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
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  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 
tentang Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3838); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 
tentang Kawasan Siap Bangun dan dan 
Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3892); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 
tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4161); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
45, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4385 ); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan 
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 
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  16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 
tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah 
Terlantar (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2010 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5098); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 
tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan 
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada 
Badan Pertanahan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5100); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5103); 

  19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan 
Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 

  20. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 
tentang Tata Cara Penanaman Modal 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999; 

  21. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 
Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 
1999 tentang Izin Lokasi; 

  22. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pertimbangan Teknis 
Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, 
Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan 
Penggunaan Tanah; 


